BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR0g TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH KARENA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disesase 2019 Pada Masa Transisi Menuju
Endemi, yang mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disesase
2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku dan Papua;

bahwa pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
(PPKM) tidak sebagai pernyataan pandemi Corona Virus
Disesase 2019 (COVID-19) telah selesai, karena pernyataan
pandemi selesai dinyatakan oleh World Health Organization
(WHO), maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Daerah Karena Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Daerah Karena Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor
01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2011 Nomor 07) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor
02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH KARENA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Karena Pandemi Corona
Virus Disease (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 1, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L
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Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong yang Memiliki Tugas dan Fungsi di Bidang
Perpajakan Daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong yang Memiliki Tugas dan Fungsi di
Bidang Perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waklu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
Wajib Pajak.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

-5-

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang beserta sanksi administrasi.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jurnlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan Severe Acute Respratory Syndrome-
Corona Virus-2.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan
denda pajak terutang berlaku sejak Peraturan Bupati ini diundangkan sampai
dengan dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh
Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 eil 2025

BUPATI TABALONG,
TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung

pada tangg

11 ipril 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 09




